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ABSTRAK 
 
FARAHNAZ MULYA PUTRI UTINA (B111 11 419), 
Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 
Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin 
Mengemudi, dibimbing oleh Muhadar selaku pembimbing I dan 
Amir Ilyas selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan 
bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi di Kabupaten 
Bantaeng dan upaya yang dilakukan Polres Bantaeng dalam 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan 
bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi. 
Peneltian ini dilaksanakan di Polres Bantaeng. Wawancara 
dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan di depan 
narasumber serta melakukan telaah dokumen-dokumen serta 
peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pelanggaran lalu lintas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan 
deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab 
terjadinya pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan 
bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi di Kabupaten 
Bantaeng yaitu,  usia yang belum cukup, faktor kelalaian, tidak 
memiliki kendaraan pribadi, dan faktor ekonomi. Upaya yang 
dilakukan oleh aparat Polres Bantaeng untuk menanggulangi 
pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa 
dilengkapi SIM, yaitu Upaya Pre-emtif berupa penyuluhan-
penyuluhan mengenai pentingnya memiliki SIM dalam 
mengendarai kendaraan bermotor. Penyuluhan dilakukan di media 
massa, browser dan baliho. Upaya preventif berupa melaksanakan 
patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran lalu 
lintas dan upaya Represif yaitu penindakan berupa menilang 
langsung pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia menjadi celah 
keuntungan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang ada di 
Indonesia baik Badan Usaha Milik Negara (BUNM) maupun swasta, dan 
juga termasuk swasta asing yang ikut andil untuk menjual dan menjajakan 
produk yang dibuatnya termasuk dengan produk kendaraan bermotor. 
Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan, baik 
jenis mobil penumpang, bis, mobil maupun motor. Perkembangan itu 
sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang 
bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. 
 Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam 
mendukung kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai 
bagian dari system trsansportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan 
harus dikembangkan potensi dan dan perannya untuk mewujudkan 
keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan 
dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan 
pengetahuan dan teknologi, ekonomi daerah serta akuntabilitas 
penyelenggara Negara. 
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 Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai 
berikut :1 
1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementrian 
yang bertanggung jawab di bidang jalan; 
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di 
bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di 
bidang industri; 
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas 
dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di 
bidang teknologi; dan 
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi 
kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, 
operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan 
berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
 Indonesia sebagai negara yang menghendaki masyarakatnya tertib 
tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya adalah 
malasah lalu lintas jalan seperti seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas. 
Pelanggran lalu lintas terjadi dimana-mana, baik di kota-kota besar 
maupun kota-kota kecil dalam berbagai macam bentuk. Pelanggaran yang 
sering terjadi dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor tanpa 
dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin 
Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas atau 
tidak menggunakan helm standar. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran 
hukum masyarakat di Indonesia masih sangat kurang, padahal aturan-
aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri.  
                                                          
 
1
 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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 Pelanggaran lalu lintas terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan si 
pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas 
jalan, akan tetapi bisa juga terjadi karena adanya faktor kesengajaan yang 
disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati 
berbagai peraturan lalu lintas jalan. 
  Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan di bidang lalu lintas 
disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya 
ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian 
perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak  sadar 
kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor 
yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap 
sehingga layak untuk beredar di jalanan.2 
 Apabila pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini dibiarkan, maka hal 
itu dapat membahayakan bagi keselamatan si pengendara itu sendiri 
maupun keselamatan pengguna jalan yang lainnya. Berbagai pelanggaran 
itu juga besar pengaruhnya terhadap kelancaran lalu lintas serta 
menumbuhkan budaya tidak disiplin dikalangan pengguna jalan pada 
umumnya. Terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas juga 
sangat bergantung pada ketegasan, kedisiplinan dan tanggungjawab 
aparat pengatur lalu lintas dalam menegakkan berbagai peraturan lalu 
lintas yang berlaku. 
                                                          
 
2
 Benny, Nurdin Yusuf, 2008, Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Makala, 
disampaikan pada seminar Safety riding di Gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas, 15-16 
Oktober 2008, hlm. 10 
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 Demi terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan tersebut atas dasar 
paham kesejahteraan umum sebagai keseluruhan syarat kehidupan sosial 
yang diperlukan masyarakat agar bisa sejahterah, maka terdapat 
pembagian tugas-tugas negara yang disampaikan oleh para ahli ilmu 
negara, misalnya pembagian dalam tiga kelompok tugas. Ketiga kelompok 
tugas negara tersebut adalah terutama Negara harus memberikan 
perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, Negara 
mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan 
masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan. Ketiga, negara 
menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik 
dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang 
menjamin keadilan dasar dalam hubungan masyarakat.3 
 Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan diatur, bahwa seseorang yang ingin mengendarai 
kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi 
(SIM). Dimana kemampuan dari individu didasarkan pada usia dan 
keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. SIM terbagi 
atas dua, yakni SIM kendaraan bermotor Perseorangan dan Umum. Surat 
Izin Mengemudi (SIM) ini dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan 
dari segi usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. 
 Secara umum, apabila dilihat dari sisi hukum, tindakan pemerintah 
dapat dibedakan menjadi dua hal, yakni yang berupa perbuatan hukum 
                                                          
 
3
 Franz Magnis Suseno, 2001, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 316  
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(rechtstelijke handeling) dan perbuatan material (fetelijke handeling).4  
Perbuatan pemerintah dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum kalau 
memenuhi kriteria tertentu. Ada pandangan yang mengatakan bahwa 
suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila 
menimbulkan akibat hukum. Ada pula pandangan yang mengatakan 
bahwa suatu tindakan termasuk perbutan hukum apabila ditujukan atau 
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut pandangan 
yang pertama tadi, untuk adanya akibat hukum tidak diperlukan kehendak 
dari pelakunya. Jadi, tidak harus si pelaku menghendaki atau mempunyai 
maksud untuk adanya akibat hukum, yang penting ada akibat hukumnya, 
sedangkan menurut pandangan yang kedua, adanya akibat hukum 
merupakan hal yang memang dikehendaki terjadi. Jadi, si pelaku memang 
menghendaki adanya akibat hukum. Untuk pandangan yang pertama, 
apabila pelaku melakukan tindakan, dapat dikatakan itu merupakan 
tindakan hukum apabila perbuatannya mengakibatkan pihak lain, 
misalnya, dapat mengajukan klaim atau tuntutan. Jadi meskipun tidak 
sengaja, jika akibatnya menimbulkan kerugian pada pihak lain maka suatu 
tindakan dapat dikategorikan perbuatan hukum. Hal ini berbeda dengan 
pandangan yang kedua yang mensyaratkan adanya kehendak dari yang 
melakukan perbuatan, yakni ada kesadaran dari subjek. 
 Dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan ini, bukan berarti bahwa Kepolisian Negara 
                                                          
 
4
 Y. Sri Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Gramedia 
Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 4 
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Republik Indonesia (POLRI) akan berorientasi pada kewenangan 
(authority). Akan tetapi, harus disadari bahwa tugas dan fungsi POLRI di 
bidang lalu lintas, berikut kewenangan-kewenangan yang melekat 
berhubungang erat dengan fungsi kepolisian lainnya baik menyangkut 
aspek penegakan hukum maupun pemeliharaan kabtibmas dan 
pencegahan kejahatan terpadu. 
 Penegakkan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas telah 
dilaksanakan oleh kepolisian dengan mengacu pada Pasal 288 ayat (2) 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan, menentukan bahwa: 
“Setiap orang myang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan 
yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda 
paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
 
 Dengan ancaman pidana yang besar seperti yang termuat dalam 
pasal tersebut, harusnya masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu 
lintas khususnya yang berkaitan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM). 
 Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi 
Selatan yang mengalami perkembangan yang cukup baik. Salah satu 
peningkatan yang dapat dilihat adalah kapasitas jalur lalu lintas antarkota 
dan antarwilayah-nya. Akan tetapi, peningkatan ini juga diikuti dengan 
jumlah pelanggaran yang terus mengalami peningkatan yang signifikan.  
Kasus pelanggaran lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan Surat 
Izin Mengemudi (SIM) juga menjadi salah satu masalah di Kabupaten 
Bantaeng. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih 
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lanjut dan mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul 
Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelangggaran Lalu Lintas 
Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Surat Izin Mengemudi. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah 
hukum yakni: 
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran Lalu 
Lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat 
Izin Mengemudi di Kabupaten Bantaeng? 
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Bantaeng 
dalam menanggulangi Pengendara Lalu Lintas mengendarai 
kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi?  
 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu 
lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin 
Mengemudi di Kabupaten Bantaeng. 
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b. Untuk mengetahui upaya aparat Kepolisian Bantaeng dalam 
menanggulangi pengendara lalu lintas mengendarai kendaraan 
bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin Mengemudi. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan sebagai 
berikut: 
a. Diharapkan memberikan sumbangsih terhadap pengembangan 
terutama yang berkaitan dengan pengendara lalu lintas 
mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi SIM. 
b. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak, khususnya aparat 
penegak hukum yang berwenang dalam menangani masalah 
pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa 
dilengkapi SIM. 
c. Sebagai bahan acuan bagi rekan mahasiswa yang ingin 
mengadakan penelitian yang sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
Istilah Kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard 
(1830- 1911) seorang ahli antropologis Prancis. Kriminologi merupakan 
ilmu penegetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.5 Secara harfiah 
berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan atau pejahat dan ”logos” 
yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu 
tentang kejahatan atau penjahat. 
Beberapa sarjana memberikan definisi tentang kriminologi sebagai 
berikut: 
1. Bonger,6 memberikan kriminologi definisi sebagai “ilmu pengetahuan 
yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
2. Sutherland,7 merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala 
sosial”. 
 
3. Michael dan Adle,8 berpendapat bahwa; 
                                                          
5
 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm 9 
 
6
 Ibid., hlm 9. 
 
7
 Ibid., hlm 10. 
8
 Ibid,. hlm 12. 
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“kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan 
dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka 
secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib 
masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.  
 
4. Wood,9 berpendapat bahwa: 
“kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh 
berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan 
perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi 
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat” 
 
5. Paul Mudigno Mulyono,10 memberikan definisi kriminologi sebagai 
“ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah 
manusia”. 
6. Noach,11 merumuskan definisi kriminologi sebagai “ilmu 
pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang 
menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan 
perbuatan tercela itu” 
7. Van Bemelen,12 merumuskan kriminologi adalah ilmu yang 
mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan 
kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan 
tantangan. 
                                                                                                                                                
 
9
 Ibid,. hlm 12. 
 
10
 Ibid,. hlm 12 
 
11
 Ibid,. hlm 12  
 
12
 H. M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan, hlm 1 
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8. Frij,13 merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya. 
9. Moeljatno,14 memberi pengertian bahwa: 
“kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, 
kelakuan jelek, serta orang-orang yang bersangkutan pada 
kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan 
menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas 
yang merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan 
sehari-hari”. 
Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi, berarti berbicara 
mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger,15 membagi kriminologi 
menjadi dua bagian yaitu: 
1) Kriminologi murni, yang terdiri dari: 
a. Antropologi kriminil yaitu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat (stomatic) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
tetang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya; 
b. Sosiologi kriminil yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak 
sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat; 
c. Psikologi kriminil yaitu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari  sudut jiwanya; 
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil yaitu ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf; 
e. Penologi yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
2) Kriminologi terapan, yang terdiri dari: 
a. Higiene krminil yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan; 
b. Politik kriminil yaitu usaha penanggulanagan kejahatan dimana 
kejahatan telah terjadi; 
c. Kriminalistik yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik 
kejahatan dan pengusutan kejahatan. 
 
                                                          
13
 Ibid,. hlm 1. 
 
14
 Moeljatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Pradadya Paramita, Jakarta, hlm 6 
 
15
 Topo Santoso, Op.cit, hlm 9-10. 
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Kemudian menurut Sutherland,16 kriminologi terdiri dari tiga bagian 
utama, yakni: 
1. Sosiologi Hukum, yaitu perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. 
2. Etimologi Kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang 
mencari sebab musabab dari kejahatan. 
3. Penologi, merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Sutherland 
memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha 
pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.  
Dari uraian definisi di atas, dapat ditarik suatu persamaan dari 
seluruh definisi di atas, bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal, 
yaitu penjahat, kejahatan, reaksi masyarakat terhadap penjahat dan 
kejahatan.17 
Berdasarkan beberapa pengertian kriminologi tersebut di atas, 
nampak jelas bahwa terdapat perbedaan pendapat antara para ahli 
kriminologi. Namun, penulis mengambil kesimpulan bahwa kriminologi 
adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, baik dari segi 
penyebab terjadinya, dampak yang ditimbulkan dan upaya 
penanggulangannya. 
B. Pengertian 
1. Pengertian Pelanggaran 
Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, 
bertumbukan, serang menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” 
                                                          
16
 Ibid,. hlm 10-11 
 
17
 Ibid., hlm 13 
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artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih 
ringan daripada kejahatan.18 
  Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana 
dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran.19 
Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas 
karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. 
Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa kurungan dan denda, 
sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. 
Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan 
dan pelanggaran sebagai berikut : 
1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
membuat delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik 
pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut; 
2. Percobaab dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak di 
pidana; dan 
3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada 
apakah itu kejahatan atau pelanggaran.20 
                                                          
 
18
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002. Kamus Besar 
Bahasa, Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 634 
 
 
19
 Samidjo, 1985, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico, Bandung, hlm. 86 
 
 
20
 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 29 
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  A.S. Alam dan Amir Ilyas menyebutkan bahwa Pelanggaran 
merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) 
KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia 
harus member keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Ancaman hukumannya 
biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya 
pada pelanggaran lalu lintas.21 
  Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut 
Memorie van Toelichting (pada Wetboek Van Straafrecht di negeri 
Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipiil), bahwa pembagian 
tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan 
perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik 
undang-undang.22 Perbedaan kedua istilah tersebut mempunyai 
perbedaan ciri-ciri atau sifat. Suatu perbuatan merupakan delik hukum 
apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada 
dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-
asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang-undang pidana. 
Sebaliknya delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan 
dengan apa yang secara tegas dicatumkan dalam undang-undang pidana, 
terlepas apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan 
kesadaran hukum dari rakyat. 
                                                          
 
21
 A.S.Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 21 
 
 
22
 Samidjo, 1985, Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana, CV Armico, Bandung, hlm. 87 
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  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) 
Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan denga pelanggaran. 
Segala bentuk kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP, sedangkan 
Pelanggaran dalam Buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu: 
1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu 
berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama; 
2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada 
pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum; 
dan 
3. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada 
pelanggaran.23 
 
  Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka 
pelanggaran adalah: 
1) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 
dicantumkan dalam undang-undang pidana. 
2)  Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari 
kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya. 
 
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
  Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat 
ditemukan dalam buku ketiga KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur 
dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam kamus besar 
Bahasa Indonesia, lalu lintas mempunyai definisi yaitu bolak balik, hilir 
mudik perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat 
                                                          
 
23
 Ibid., hlm. 88  
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dengan tempat lain. 24 Sementara dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, lalu lintas 
adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. 
  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan mengatur mengenai semua pengaturan yang terkait 
dengan lalu lintas. Tujuan dibentuknya undang-undang ini tersebut 
adalah: 
1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, 
selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain 
untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan 
kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan 
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 
3. Terwujudnya pengakan hukum dan kepastian hukum bagi 
masyarakat.25 
 
  Untuk mencapai tujuan dan penegakkan tersebut dalam Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
dimuat pengaturan mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan 
diatur dalam Bab XX, dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
Tindak Pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan terdiri dari dua jenis pelanggaran, yaitu: 
                                                          
 
24
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 490 
 
 
25
 Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan 
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1. Pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis 
pelanggaran antara lain: 
a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas; 
b. Pelanggaran terhadap marka; 
c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas; 
d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum; 
e. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi 
dan kendaraan. 
2. Pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis 
pelanggaran, antara lain: 
a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan layak jalan 
kendaraan; 
b. Pelanggaran terhadap perizinan; dan 
c. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan. 
  Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 
pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa 
yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai pelanggaran. 
Tetapi bukan berarti pelanggaran lalu lintas hanyalah pelanggaran 
terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan saja karena undang-undang tersebut sifatnya umum, 
maksudnya berlaku secara nasional di Indonesia, sehingga dapat 
dimungkin adanya pengaturan mengenai lalu lintas yang sifatnya khusus, 
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misalnya pengaturan lalu lintas melalui pengaturan daerah. Hal ini 
dimungkinkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa 
Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah 
provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. 
  Pengaturan tersebut dilakukan sebab tidak semua daerah di 
wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang sama dalam hal lalu lintas 
dan angkutan jalan sehingga pemerintah pusat mencegah campur tangan 
berlebihan yang mengakibatkan tidak sesuainya dalam pelaksanaannya. 
 
3. Pengertian Izin 
  Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M Ten Berge,26 izin 
merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang 
dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). 
Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Spelt dan Ten Berge tersebut, 
dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan 
sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau 
suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, 
pemarintah mengikatkan peranannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh 
orang atau pihak yang bersangkutan. 
                                                          
 
26
 Y. Sri Pudyatmoko, Op.cit, hlm. 7  
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  Pendapat Spelt dan Ten Berge tersebut agak berbeda dengan 
pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot,27 izin merupakan 
keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada 
prinsinya tidak dilarang oleh peraturan. Menurut Prajudi Atmosudirjo,28 izin 
(vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada 
suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-
undang yang bersangkutan berbunyi, “Dilarang tanpa izin….. (melakukan) 
…… dan seterusnya”. Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan 
perincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh 
pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan 
penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-
pejabat administrasi negara yang bersangkutan. 
  Dalam hal izin, kiranya harus dipahami bahwa sekalipun izin dapat 
dikatakan merupakan ranah keputusan pemerintah, tetapi yang apat 
mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya izin 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala negara. 
Menyangkut hubungan kelembagaan yang lain, seperti apabila Badan 
Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan 
akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada 
izin dari Menteri Keuangan. Katena itu, konteks dalam hubungan 
                                                          
 
27
 Ibid., hlm. 7 
 
 
28
 Ibid., hlm. 7  
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perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan 
kelembagaan dalam negara. 
  Izin tidak sama dengan pembiaran. Kalau ada suatu aktivitas dari 
anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh 
aparatur yang berwenang, pembiaran itu bukan berarti diizinkan. Untuk 
dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang konstitutif dari aparatur 
yang berwenang memberikan izin.29 
   Selain pengertian izin yang dikemukakan oleh beberapa sarjana 
tersebut di atas, ada penegertian izin yang dimuat dalam peraturan yang 
berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam Ketentuan tersebut, izin diberikan 
pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
yang dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang 
merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya 
seseorang atau badab untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 
Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan 
pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut 
sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.  
4. Pengertian Suat Izin Mengemudi (SIM) dan Penggolongannya 
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 Ibid., hlm.  8 
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  Surat Izin Mengemudi (SIM) menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, 
adalah merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang 
diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) kedapa seseorang 
yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, 
memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan 
bermotor. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis 
kendaraan bermotor yang dikemudikan. Peraturan perundang-undangan 
yang terbaru adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1992 Tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 
Pada tulisan sebelumnya dapat dibaca tentang Peraturan dan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Angkutan Jalan Perhubungan Darat. 
  Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan, jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) dibagi atas 2 
kelompok, yaitu : 
1. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan 
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2. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum 
 Golongan Surat Izin Mengemudi Perseorangan berdasarkan Pasal 
60 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan, yaitu : 
1. SIM A, untuk golongan mengemudikan mobil penumpang dan 
barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan 
tidak melebihi 3.500 kg. Termasuk dalam jenis ini adalah Mobil 
Keluarga Ideal Terbaik Indonesia. 
2. SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang 
perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 
3.500 kg; 
3. SIM B2, untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan 
penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan 
atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan 
untuk kereta tempelan atau gandengan  lebih dari 1.000 kg; 
4. SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor; 
5. SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang 
cacat. 
 Golongan Surat Izin Mengemudi Umum berdasarkan Pasal 82 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan, yaitu : 
1. SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum 
dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 
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3.500 kg. Termasuk dalam jenis ini adalah Mobil Keluarga Ideal 
Terbaik Indonesia yang dijadikan mobil umum ber-plat warna 
kuning; 
2. SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan 
barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 
3.500 kg; dan 
3. SIM B2 Umum, untuk mengemudikan kendaraan penarik atau 
kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau 
gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk tempelan atau 
gandengan lebih dari 1.0 00 kg. 
 Persyaratan pemohon Surat Izin Mengemudi Perseorangan 
berdasarkan Pasal 81 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu : 
1. Persyaratan Usia, yakni : 
a. 17 tahun untuk SIM A, C dan D; 
b. 20 tahun untuk SIM B1; dan 
c.  21 tahun untuk SIM B2. 
2. Persyaratan Administratif, yakni : 
a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk; 
b. Mengisi formulir permohonan; dan 
c. Rumusan sidik jari. 
3. Kesehatan, yakni : 
a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan 
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b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi. 
4. Lulus Ujian, yakni : 
a. ujian teori; dan 
b. ujian praktik dan/atau keterampilan melalui simulator. 
  Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bagi setiap 
pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan, 
yaitu : 
1. Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan 
2. Surat Izin Mengemudi B2  harus memiliki SIM B1 sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan. 
  Persyaratan permohonan Surat Izin Mengemudi Umum 
berdasarkan Pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu : 
1. Persyaratan Usia, yakni : 
a. SIM A Umum 20 tahun; 
b. SIM B1 Umum 22 tahun; dan 
c. SIM B2 Umum 23 tahun 
 
2. Pesyaratan Khusus, yakni : 
a. Lulus Ujian Teori; dan 
b. Lulus Ujian Praktik. 
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  Syarat tambahan berdasarakan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang 
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu : 
1. Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) bulan; 
2. Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 dan SIM A 
Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan 
3. Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIM B1 
Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. 
  Kemudahan-kemudahan SIM untuk kendaraan bermotor dapat 
digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah berat sama atau 
lebih rendah, dijelaskan dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai berikut : 
1. SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A; 
2. SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor 
yang seharusnya menggunakan SIM A; 
3. SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum dan 
SIM B1; 
4. SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor 
yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM B1; dan 
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5. SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan 
bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, 
SIM B1, SIM B1 Umum dan SIM B2. 
 
C. Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Menegndarai 
Kendaraan Bermotor Tanpa dilengkapi  Surat Izin Mengemudi 
  Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam Pasal 288 
ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan yang mengemukakan bahwa : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang 
tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan 
bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 
ayat (5) huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
  Pasal 106 ayat (5) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menentukan bahwa “Pada saat 
diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan Surat Izin 
Mengemudi”. 
  Ketentuan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas menurut Pasal 281 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 
Jalan menentukan sebagai berikut : 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang 
tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana dengan pidana kurungan 
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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  Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas Dan Angkutan Jalan menentukan bahwa “Setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin 
Mengemudi sesuai dengan jenis kedaraan bermotor yang dikemudikan.” 
 
D. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas 
  Menurut teori lalu lintas, faktor penyebab timbulnya pelanggaran 
lalu lintas, yaitu :30   
1. Keadaan udara dan cuaca; 
2. Keadaan jalan; 
3. Pengemudi; 
4. Orang pejalan kaki; 
5. Penumpang; 
6. Keadaan kendaraan; 
7. Jalan trem atau kereta api; dan 
8. Benda-benda lain yang merintangi lalu lintas. 
 
1. Keadaan Udara dan Cuaca 
  Dari sebab keadaan alam ini terjadi banyak kecelakaan di 
permukaan jalan, kebanyakan terjadi di luar kekuasaan manusia.31 
  Embun yang padat, kabut yang tebal, sinar matahari yang 
menyilaukan, hujan lebat, mega mendung, angin kencang (rebut), malam 
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 M. Karyadi, 1973, Mengurus Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas, Politeia, Bogor, hlm 8  
 
31
 Ibid., hlm. 9 
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hari gelap gulita, tanah longsor, air bah, adalah beberapa sebab yang 
perlu menjadi perhatian para pengemudi. 
2. Keadaan Jalan 
  Peristiwa lalu lintas banyak terjadi pada tikungan, sudut atau 
perempatan yang kurang luas pemandangannya, permukaan jalan yang 
licin, permukaan jalan yang rusak, penerangan jalan atau tanda-tanda lalu 
lintas mengelirukan atau tidak ada tanda-tanda penerangan. 
  Menurut Karjadi,32 walaupun jalan cukup lebar dan lurus sudah 
terbukti, bahwa disitu tidak luput dari banyaknya kejadian-kejadian 
pelanggaran lalu lintas jalan. 
3. Pengemudi 
  Faktor pengemudi adalah penyebab utama terjadinya pelanggaran 
lalu lintas jalan yaitu dengan cara mengendai kendaraan denga kecepatan 
tinggi, tidak mengambil jalur yang semestinya, tidak mengutamakan lalu 
lintas lain yang wajib melewatinya, pemberian tanda-tanda yang kurang 
jelas atau salah satu membelok atau dilewati kendaraan lain. 
  Mengenai pelanggaran lalu lintas jalan oleh pengemudi dapat 
dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu :33 
a. Kesalahan-kesalahan teknis dibuat pengemudi yang sehat badan 
dan jiwanya: 
1) Jalan  terlalu cepat, melihat keadaan-keadaan; 
2) Tidak mengambil jalan bagian jalan yang semestinya; 
3) Tidak mengutamakan lalu lintas lain; dan 
4) Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki. 
b. Terjadi pelanggaran oleh karena cacat badan atau jiwa: 
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 Ibid., hlm. 10 
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 Ibid., hlm. 69 
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1) Kurang waras atau lengah; 
2) Kurang cakap mengemudi; dan 
3) Dalam keadaan mabuk. 
 
 4. Orang Pejalan Kaki 
  Sebab-sebab yang dapat mengakibatkan peristiwa lalu lintas jalan 
karena pejalan kaki, dapat dibagi pada 3 (tiga) bagian : 
a. Oleh karena kesalahan orang jalan kaki, yaitu kesalahan yang 
dibuat orang jalan kaki yang sehat badan dan jiwa  yang berumur 7 
tahun/lebih; 
b. Pelanggaran/kecelakaan disebabkan karena cacat badan dan/atau 
jiwa orang jalan kaki yang berumur 7 tahun atau lebih; dan 
c. Pelanggaran/kecelakaan karena anak di bawah umur 7 tahun. 
5. Penumpang 
  Sebab-sebab yang mengakibatkan peristiwa lalu lintas jalan karena 
penumpang kendaraan, menurut M. Karjadi34 adalah : 
a. Karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang berumur 7 
tahun dan lebh sehat badan dan jiwanya; 
b. Keadaan oleh karena cacat badan atau jiwa orang yang berumur 7 
tahun atau lebih; 
c. Keadaan disebabkan anak-anak dibawah umur 7 tahun. 
6. Keadaan Kendaraan 
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  Walupun sebab-sebab terjadinya pelanggaran karena kendaraan, 
bukan karena pengemudinya, dapat pula pengemudi atau pengendara 
selalu dituntut. Menurut M. Karjadi,35 hal tersebut terjadi karena 
sebelumnya kendaran yang dipergunakan tidak diperiksa terlebih dahulu, 
karena lalainya sehingga dengan tidak sengaja ia berbuat kesalahan. 
  Kendaraan yang mengalami kerusakan atau kurang sempurna 
sesuatu bagian dari kendaraan yang dijalankan oleh pengemudi seperti 
rem yang macet, kemudi, perlengkapan lampu muka dan belakang atau 
replektortidak ada, pandangan pengemudi terhalang oleh muatan dan 
muatan terlampau berat mengakibatkan pecah ban atau patah sumbu. 
7. Jalan Trem atau Kereta Api 
  Menurut M. Karjadi,36 jalan dan kereta api hendaknya disebarkan di 
luar lingkungan perumahan, jangan menerobos di tengah-tengah kota 
sebab banyak akan terjadi peristiwa lalu lintas jalan dan banyak 
mengakibatkan kecelakaan pada waktu menunggu di pintu pelintang. 
8. Benda-Benda Lain yang Merintangi Lalu Lintas 
  Pelanggaran lalu lintas ini, menurut M. Karjadi,37 sebab-sebab 
dapat terjadinya, antara lain : 
a. Kendaraan yang diparkir pada tempat yang berbahaya; 
b.  Benda-benda yang membahayakan di jalan tidak diberi 
penerangan lubang-lubang galian dan lain-lain; dan 
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 Ibid., hlm. 19  
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c. Rambu-rambu, tanda-tanda lalu lintas yang sementara dipasang di 
tengah jalan, pada malam hari tidak dilengkapi di pinggir jalan. 
 
E. Upaya-Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas 
   Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan termasuk di bidang kebijakan kriminal 
(criminal policy). Kebijakan kriminal itupun tidak terlepas dari kebijakan 
yang lebih luas, yaitu kebijakan social (social policy) yang terdiri dari 
kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social (social welfare 
policy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat 
(social defence policy). 
   Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan 
politik (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal 
(hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy) , khususnya 
pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana in 
concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan 
dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence.38 
     Dalam penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian 
pokok, yaitu :39  
Pre-Emtif 
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 Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, hlm. 27 
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 A.S.Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 79-80 
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   Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dapat dilakukan adalah dangan menanamkan 
nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinterialisasi dalam diri seseorang.  Sehingga, meskipun kesempatan 
untuk melakukan pelanggaran/kejahatan ada tetapi tidak ada niatnya 
untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara 
pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu Nilai ditambah Kesempatan 
terjadi Kejahatan. Jadi, upaya pre-emtif menekankan pada factor niat 
yang tidak terjadi 
Preventif 
   Upaya-upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya 
sebelumnya (Pre-emtif), dimana upaya ini masih dalam tataran 
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Jadi, dalam upaya ini 
menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan yang artinya menututup celah kesempatan terjadinya kejahatan. 
Represif 
   Upaya represif ini akan dilakukan pada saat kejahatan atau tindak 
pidana telah terjadi. Tindakan atau upaya yang dapat dilakukan dalam hal 
ini adalah dengan upaya penegakkan hukum (law enforcemenet) yaitu 
dengan penjatuhan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi penelitian 
 Peneliti akan mengadakan penelitian di wilayah Kepolisian 
Kabupaten Bantaeng dan beberapa jajarannya. Peneliti memilih lokasi 
penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mengetahui 
hal-hal terkait di wilayah Kepolisian Kabupaten Bantaeng. 
 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
  Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan 
skripsi ini terbagi atas dua, yaitu : 
1. Jenis Data Primer 
  Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan 
permasalahan dalam pembahasan skripi ini. 
 
2. Jenis Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang bersal dari peraturan 
perundang-undangan, tulisan atau makala, buku-buku dan dokumen 
atau arsip, serta bahan lain yang berhubungan dengan menunjang 
dalam penulisan skripsi ini. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data 
yang digunakan, yaitu : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
  Dalam penelitian ini, penulis langsung ke lapangan, guna 
mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dan melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang dengan 
penulisan skripsi ini. 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
  Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, 
media cetak dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan 
penelitian ini. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data 
yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah 
data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif, yaitu dengan 
berlandaskan pada dasar-dasar pengetahuan umum, kemudian meneliti 
persoalan-persoalan yang bersifat khusus.  Berdasarkan hasil penelitian, 
maka akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil penelitian. 
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BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas 
Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Izin 
Mengemudi di Kabupaten Bantaeng 
 
Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Bantaeng, 
khususnya di Kesatuan Lalu Lintas Polres Bantaeng, maka dapat dilihat 
pelanggaran lalu lintas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Untuk 
lebih jelasnya data tersebut disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah 
ini : 
Tabel 1 Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum 
Polres Bantaeng, Tahun 2010 sampai Tahun 2014 
No Tahun 
Jenis Pelanggaran Lalu Lintas 
Muatan Kecepatan 
Marka 
Rambu 
SIM STNK Helm Perlengkapan 
1 2010 21 1 107 638 453 219 73 
2 2011 77 2 148 1.277 643 366 432 
3 2012 148 6 146 1.184 587 336 364 
4 2013 111 - 81 1.207 1.015 143 186 
5 2014 97 4 55 983 724 97 179 
Jumlah 454 13 537 5.289 3.422 1.161 1.226 
Total 12.102 
 Sumber : Polres Bantaeng Desember 2014 
 Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa ada tujuh jenis 
pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres 
Bantaeng. Total jenis pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi di 
wilayah hukum Polres Bantaeng selama 5 tahun terakhir (2010-2014) 
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sebanyak 12.102 kasus. Masing-masing pelanggaran tersebut yakni 
3,75% adalah jenis pelanggaran lalu lintas kelebihan muatan dengan 
jumlah 454 kasus, lalu 0,10% adalah jenis pelanggaran diatas batas 
kecepatan maksimal dengan jumlah 13 kasus. Kemudian 4,44% adalah 
jenis pelanggaran lalu lintas tidak mematuhi marka rambu dengan jumlah 
537 kasus dan 28,3% adalah jenis pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi STNK dengan jumlah 3.422 kasus. Selanjutnya 9,6% adalah 
jenis pelanggaran mengemudikan kendaraan roda dua tanpa 
menggunakan helm dengan jumlah 1.161 kasus, dan 9,3% adalah jenis 
pelanggaran lalu lintas berdasarkan kelengkapan dengan jumlah 1.226 
kasus.   
 Selama lima tahun terakhir pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM berjumlah 5.289 kasus. Persentase pelanggaran setiap tahunnya 
adalah sebagai berikut, tahun 2010 12,9% dengan jumlah 638 kasus, 
tahun  2011 sebanyak 24,1% dengan jumlah 1.277 kasus, tahun 2012 
sebanyak 22,4% dengan jumlah 1.184 kasus, tahun 2013 sebanyak 
19,4% dengan jumlah 1.207 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 18,6% 
dengan jumlah 983 kasus. 
 Pada tahun 2010 pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM 
berjumlah 638 kasus lalu mengalami peningkatan yang cukup besar 
menjadi 1.277 kasus di tahun 2011, lalu pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi SIM kembali menurun di tahun 2012 dengan jumlah 1.184 
kasus. Kemudian pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.207 
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kasus dan di tahun 2014 pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM 
menurun menjadi 983 kasus. 
 Dari data di atas juga kita dapat melihat, meskipun pelanggaran 
lalu lintas tanpa dilengkapi SIM mengalami naik turun di setiap tahunnya, 
tetapi peningkatan yang paling terlihat terjadi pada tahun 2011 yang 
mencapai 1.227 kasus  jika dibandandingkan dengan tahun sebelumnya 
di tahun 2010 yang hanya berjumlah 638 kasus saja. 
Tabel 2 Data Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Jenis SIM di 
Wilayah Hukum Polres Bantateng, Tahun 2010 sampai 
dengan Tahun 2014 
No Tahun 
Jenis SIM 
Keterangan 
SIM A 
SIM 
B1 
SIM 
B2 
SIM C SIM D 
1 2010 115 - - 523 - 638 
2 2011 382 2 - 893 - 1.277 
3 2012 386 - - 798 - 1.184 
4 2013 241 3 - 963 - 1.207 
5 2014 366 - - 617 - 983 
Jumlah 1.490 5 - 3.794 - 5.289 
 Sumber : Polres Bantaeng Desember 2014 
Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas 
berdasarkan jenis SIM paling banyak dilakukan oleh SIM golongan C. Dari 
5.289 kasus pelanggaran lalu lintas tanpa menggunakan SIM yang terjadi 
di Kabupaten Bantaeng sejak 2010 sampai 2014, 71,7% merupakan 
kasus pelanggaran yang dilakukan oleh SIM golongan C. Jadi, dapat 
diketahui bahwa di Kabupaten Bantaeng pengendara sepeda motor lebih 
cenderung melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM. Hal 
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ini disebabkan kerena jenis kendaraan roda dua yang melintas di jalan 
jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kedaraan roda empat dan 
cenderung dikendarai oleh anak usia remaja.  
Selanjutnya adalah SIM golongan A yang mencapai 28,1% dengan 
jumlah 1.490 pelanggaran. Hal ini disebabkan kendaraan roda empat juga 
memiliki jumlah yang cukup banyak meskipun tidak sebanyak roda dua. 
Kendaraan roda empat juga cenderung dikemudikan oleh orang dewasa 
yang biasanya lebih taat pada hukum jika dibandingkan dengan anak usia 
remaja. Kemudian untuk SIM golongan B1, pelanggaran yang dilakukan 
sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah 5 kasus pelanggaran saja. Hal ini 
disebabkan tidak semua orang dapat mengemudikan kendaraan jenis ini 
dan jumlah kendaraan jenis ini yang melintas dijalan juga tidak sebanyak 
motor dan mobil, jadi jumlah pelanggarannya juga tidak sebanyak 
pelanggaran SIM golongan A dan SIM golongan C. 
Jadi, bisa dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM yang terjadi di Kabupaten Bantaeng berdanding lurus dengan jumlah 
kendaraan yang ada. Sehingga semakin banyak jumlah kendaraan yang 
ada, maka semakin banyak pula peluang terjadinya pelanggaran lalu 
lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin 
Mengemudi (SIM) di Kabupaten Bantaeng.  
Berikut ini adalah rincian pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM dari 2010 sampai dengan 2014 : 
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a) Tahun 2010, pelanggaran jenis SIM A sebanyak 115 kasus, jenis 
SIM B1 tidak ada, jenis SIM B2 tidak ada, jenis SIM C 523 kasus 
dan untuk SIM D tidak ada. Jadi jumlah keseluruhan pelaku 
pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut jenis SIM 
selama tahun 2010 adalah sebanyak 638 orang pelaku. 
b) Tahun 2011, pelanggaran jenis SIM A sebanyak 382 kasus, jenis 
SIM B1 2 kasus, jenis SIM B2 tidak ada, jenis SIM C 893 kasus dan 
untuk SIM D tidak ada. Jadi jumlah keseluruhan pelaku 
pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut jenis SIM 
selama tahun 2011 adalah sebanyak 1.277 orang pelaku. 
c) Tahun 2012, pelanggaran jenis SIM A sebanyak 386 kasus, jenis 
SIM B1 tidak ada, jenis SIM B2 tidak ada, jenis SIM C 798 kasus 
dan untuk SIM D tidak ada. Jadi jumlah keseluruhan pelaku 
pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut jenis SIM 
selama tahun 2012 adalah sebanyak 1.184 orang pelaku. 
d) Tahun 2013, pelanggaran jenis SIM A sebanyak 241 kasus, jenis 
SIM B1 3 kasus, jenis SIM B2 tidak ada, jenis SIM C 963  kasus 
dan untuk SIM D tidak ada. Jadi jumlah keseluruhan pelaku 
pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut jenis SIM 
selama tahun 2013 adalah sebanyak 1.207 orang pelaku. 
e) Tahun 2014, pelanggaran jenis SIM A sebanyak 366 kasus, jenis 
SIM B1 tidak ada, jenis SIM B2 tidak ada, jenis SIM C 617 kasus 
dan untuk SIM D tidak ada. Jadi jumlah keseluruhan pelaku 
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pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut jenis SIM 
selama tahun 2014 adalah sebanyak 983 orang pelaku. 
 
Tabel 3 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tanpa Dilengkapi Surat Izin 
Mengemudi berdasarkan Pendidikan di Wilayah Hukum 
Polres Bantaeng Tahun 2010 sampai Tahun 2014 
No Tahun 
Pendidikan 
Keterangan Tidak 
Seolah 
SD SMP SMA 
Perguruan 
Tinggi 
1 2010 26 74 134 352 52 638 
2 2011 72 231 171 737 66 1.277 
3 2012 - 298 174 684 28 1.184 
4 2013 - 230 411 513 53 1.207 
5 2014 - 182 195 573 33 983 
Jumlah 98 1.015 1.085 2.859 232 5.289 
 Sumber : Polres Bantaeng Desember 2014 
 Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa pelaku 
pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM dari tahun 2010 sampai 2014 
lebih banyak dilakukan dari tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas 
(SMA), hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas 
tanpa dilengkapi SIM yang mencapai 54% dengan jumlah sebanyak 2.859 
orang pelaku. Banyaknya jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi SIM pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
disebabkan karena di Kabupaten Bantaeng belum memiliki univesitas 
sehingga sebagian besar masyarakatnya hanya menamatkan sekolahnya 
sampai tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau pun yang 
masih sedang bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA).  
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Selanjutnya tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
mecapai 20,5% dengan jumlah 1.085 orang pelaku, dan tingkat 
pendidikan Sekolah Dasar mencapai 19,2% dengan jumlah 1.015 orang 
pelaku. Jika dilihat jumlah pelanggaran yang dilalukan oleh kedua tingkat 
pendidikan ini tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena jumlah 
pelanggar yang yang masih bersekolah dan hanya menamatkan 
sekolahnya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Sekolah Dasar (SD) juga cukup banyak. Kurangnya pengetahuan 
menyebabkan seseorang cenderung melakukan pelanggaran dan kurang 
peduli  ataupun tidak mengerti terhadap peraturan. Kemudian pada tingkat 
pendidikan Perguruan Tinggi mencapai 4,4% dengan jumlah 232 orang 
pelaku, karena para mahasiswa biasanya pendatang dari tempat lain yang 
datang ketika masa liburan kuliah saja. Untuk yang tidak sekolah 
mencapai 1,8% dengan jumlah 98 orang pelaku, sangat sedikit karena 
masyarakat di Kabupaten Bantaeng sudah mengerti pentingnya 
bersekolah, sehingga sangat jarang ditemukan masyarakat yang tidak 
bersekolah. 
 Selanjutnya data pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM 
bedasarkan tingkat pendidikannya akan dirinci sebagai berikut : 
a) Tahun 2010, jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM untuk yang tidak sekolah sebanyak 26 orang, tingkat Sekolah 
Dasar (SD) sebanyak 74 orang, tingkat Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) sebanyak 134 orang, tingkat Sekolah Menengah 
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Atas (SMA) sebanyak 352 dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 
52 orang. Jadi, jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu lintas 
tanpa dilengkapi SIM menurut tingkat pendidikan selama 2010 
adalah 638 orang pelaku. 
b) Tahun 2011, jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM untuk yang tidak sekolah sebanyak 72 orang, tingkat Sekolah 
Dasar (SD) sebanyak 231 orang, tingkat Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) sebanyak 171 orang, tingkat Sekolah Menengah 
Atas (SMA) sebanyak 737 dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 
66 orang. Jadi, jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu lintas 
tanpa dilengkapi SIM menurut tingkat pendidikan selama 2011 
adalah 1.277 orang pelaku. 
c) Tahun 2012, jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM untuk yang tidak sekolah tidak ada, tingkat Sekolah Dasar 
(SD) sebanyak 289 orang, tingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) sebanyak 174 orang, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 
sebanyak 684 dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 28 orang. 
Jadi, jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi SIM menurut tingkat pendidikan selama 2012 adalah 
1.184 orang pelaku. 
d) Tahun 2013, jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM untuk yang tidak sekolah tidak ada, tingkat Sekolah Dasar 
(SD) sebanyak 230 orang, tingkat Sekolah Menengah Pertama 
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(SMP) sebanyak 411 orang, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 
sebanyak 513 dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 53 orang. 
Jadi, jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi SIM menurut tingkat pendidikan selama 2013 adalah 
1.207 orang pelaku. 
e) Tahun 2010, jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi 
SIM untuk yang tidak sekolah tidak ada, tingkat Sekolah Dasar 
(SD) sebanyak 182 orang, tingkat Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) sebanyak 195 orang, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 
sebanyak 573 dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 33 orang. 
Jadi, jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi SIM menurut tingkat pendidikan selama 2014 adalah 
983 orang pelaku. 
 
Data pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan bermotor 
tanpa dilengkapi SIM di Kabupaten Bantaeng berdasarkan pendidikan 
menunjukkan dengan jelas bahwa, jumlah pelanggaran terbanyak 
dilakukan oleh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 
jumlah 2.859 kasus pelanggaran dengan persentasekan mencapai 54%. 
 
Tabel 4 Data Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Bermotor Tanpa 
Dilengkapi SIM Berdasarkan Usia di Wilayah Hukum Polres 
Bantaeng, Tahun 2010 sampai Tahun 2014 
No Tahun 
Usia 
Keterangan 
0-15 16-20 21-30 31-40 41-50 
50 
keatas 
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1 2010 58 342 108 96 23 11 638 
2 2011 78 498 437 143 99 22 1.277 
3 2012 137 498 301 158 78 12 1.184 
4 2013 94 484 372 187 59 11 1.207 
5 2014 82 357 288 142 94 20 983 
Jumlah 449 2.179 1.506 726 353 76 5.289 
 Sumber : Polres Bantaeng Desember 2014 
 Tabel 4 di atas menunjukkan data usia pelaku pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi SIM dari tahun 2010 sampai 2014, jika dilihat 
pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pelaku yang berusia 16-21 
tahun yang berjumlah 2.179 orang pelaku atau sekitar 41,2%. Hal ini 
disebabkan karena pelaku pelanggaran paling banyak dilakukan oleh 
anak Sekolah Menengah Pertama (SMA). Pelaku yang masih bersekolah 
di Sekolah Menengah Pertama (SMA) ini rata-rata berusia sekitar 16-18 
tahun. Kemudian pelanggaran terbanyak kedua dilakukan oleh pelaku 
usia 21-30 tahun yang berjumlah 1.506 orang pelaku atau sekitar 28,5%. 
Usia pelanggar dibatas ini banyak dilakukan oleh wiraswasta dan 
mahasiswa yang seringkali berasalasan bahwa dia lupa membawa SIM 
miliknya.   
 Usia 31-40 tahun yang melakukan pelanggaran berjumlah 726 
orang pelaku atau sekitar 13,7% dan untuk usia 41-50 tahun berjumlah 
353 orang pelaku atau sekitar 6,7%  biasanya dilakukan oleh supir dan 
buruh yang beralasan bahwa kendaraan tersebut bukan miik peribadinya. 
Untuk usia 0-15 tahun jumlah pelaku sebanyak 449 orang pelaku atau 
8,5% dari keseluruhan jumlah para pelaku. Pelanggaran diusia ini 
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biasanya dilakukan oleh anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 
Sekolah Dasar (SD) yang sudah jelas belum mencapai batas usia minimal 
untuk memiliki SIM. Kemudian untuk usia 50 tahun keatas sebanyak 76 
orang pelaku atau 1,5% saja, dengan melihat usianya yang sudah cukup 
tua mereka lebih memilih untuk diantar oleh anak atau cucu meraka 
dibandingkan harus mengandarai kendaraan sendiri. Hal inilah yang 
menyebabkan usia 50 tahun keatas sangat jarang ditemukan melakukan 
pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM. 
 
 
 Adapun usia pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilngkapi SIM 
lainnya dirinci sebagai berikut: 
a) Tahun 2010, batas usia pelaku 0-15 tahun sebanyak 58 orang 
pelaku, batas usia pelaku 16-20 tahun sebanyak 342 orang pelaku, 
batas usia 21-30 tahun sebanyak 108 orang pelaku, lalu batas usia 
31-40 tahun sebanyak 96 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun 
sebanyak 23 orang pelaku dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 11 
orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi SIM menurut usia selama tahun 2010 
adalah 638 orang pelaku. 
b) Tahun 2011, batas usia pelaku 0-15 tahun sebanyak 78 orang 
pelaku, batas usia pelaku 16-20 tahun sebanyak 498 orang pelaku, 
batas usia 21-30 tahun sebanyak 437 orang pelaku, lalu batas usia 
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31-40 tahun sebanyak 143 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun 
sebanyak 99 orang pelaku dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 22 
orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi SIM menurut usia selama tahun 2011 
adalah 1.277 orang pelaku. 
c) Tahun 2012, batas usia pelaku 0-15 tahun sebanyak 137 orang 
pelaku, batas usia pelaku 16-20 tahun sebanyak 498 orang pelaku, 
batas usia 21-30 tahun sebanyak 301 orang pelaku, lalu batas usia 
31-40 tahun sebanyak 158 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun 
sebanyak 78 orang pelaku dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 12 
orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi SIM menurut usia selama tahun 2012 
adalah 1.184 orang pelaku. 
d) Tahun 2013, batas usia pelaku 0-15 tahun sebanyak 94 orang 
pelaku, batas usia pelaku 16-20 tahun sebanyak 484 orang pelaku, 
batas usia 21-30 tahun sebanyak 372 orang pelaku, lalu batas usia 
31-40 tahun sebanyak 187 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun 
sebanyak 59 orang pelaku dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 11 
orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi SIM menurut usia selama tahun 2013 
adalah 1.207 orang pelaku. 
e) Tahun 2010, batas usia pelaku 0-15 tahun sebanyak 82 orang 
pelaku, batas usia pelaku 16-20 tahun sebanyak 357 orang pelaku, 
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batas usia 21-30 tahun sebanyak 288 orang pelaku, lalu batas usia 
31-40 tahun sebanyak 142 orang pelaku, batas usia 41-50 tahun 
sebanyak 94 orang pelaku dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 20 
orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan pelaku pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi SIM menurut usia selama tahun 2014 
adalah 983 orang pelaku. 
 
 
Tabel 5 Data Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Bermotor Tanpa 
Dilengkapi SIM Berdasarkan Profesi di wilayah Hukum 
Polres Bantaeng, Tahun 2010 sampai 2014 
No Tahun 
Profesi 
Keterangan Pegawai 
Negeri 
Wiraswasta Pelajar Mahasiswa 
Lain-
Lain 
1 2010 31 181 173 38 215 638 
2 2011 25 287 452 53 460 1.277 
3 2012 15 446 438 73 212 1.184 
4 2013 34 396 408 27 342 1.207 
5 2014 15 392 316 28 232 983 
Jumlah 120 1.461 1.787 219 1.702 5.289 
 Sumber : Polres Bantaeng Desember 2014 
Tabel 5 di atas menunjukkan data profesi dari pelaku pelanggaran 
lalu lintas tanpa dilengkapi SIM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 
2014. Dari data di atas tampak bahwa profesi yang paling banyak 
melakukan pelanggaran adalah adalah pelajar. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah pelajar yang melakukan pelanggaran sebanyak 1.787 orang 
pelaku atau 33,8% dari keseluruhan jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas 
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tanpa dilengkapi SIM. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelajar 
yang terjaring razia petugas beralasan bahwa usia mereka belum 
mencukupi batas untuk memiliki SIM. Selain itu, sikap acuh tak acuh dari 
pelajar membuat mereka merasa enggan atau tidak perlu untuk membuat 
SIM meskipun usia mereka telah cukup untuk mengurus SIM.  
Selanjutnya, pelaku yang berprofesi  sebagai Wiraswasta yaitu 
berjumlah 1.461 orang pelaku atau 27,6% dan Mahasiswa mencapai 4,1% 
dengan jumlah 219 orang pelaku. Kedua profesi ini sering beralasan 
bahwa mereka lupa membawa SIM miliknya. Untuk Pegawai Negeri 
mencapai 2,3% dengan jumlah 120 orang pelaku, sangat sedikit jika 
dibandingkan dengan profesi yang lain. Menurut penulis hal ini 
disebabkan pegawai negeri sipil lebih memperhatikan peraturan hukum 
dan enggan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas jenis apapun. Pada 
profesi lain-lain diluar dari profesi yang dicantumkan diatas, jumlah pelaku 
cukup banyak yaitu sebanyak 1.702 orang pelaku atau 32,2% dari 
keseluruhan jumlah pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM. 
Profesi lain-lain ini seperti supir, buruh bangunan, buruh tani, ibu rumah 
tangga dan pekerjaan lain diluar profesi yang dicantumkan pada tabel 
diatas. Hal yang menyebabkan pelanggaran dilakukan oleh profesi jenis 
ini adalah karena kendaraan yang mereka gunakan biasanya hanya 
kendaraan yang mereka pinjam dari orang lain atau bukan kendaraan 
milik pribadinya. 
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Adapun profesi pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM 
selama 5 tahun ini dapat dirinci sebagai berikut : 
a) Tahun 2010, Pegawai Negeri sebanyak 31 orang pelaku, 
Wiraswasta sebanyak 181 orang pelaku, Pelajar sebanyak 173 
orang pelaku, Mahasiswa sebanyak 38 orang pelaku dan jenis 
profesi lain sebanyak 215 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan 
pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut 
profesinya selama tahun 2010 adalah sebanyak 683 orang pelaku. 
b) Tahun 2011, Pegawai Negeri sebanyak 25 orang pelaku, 
Wiraswasta sebanyak 287 orang pelaku, Pelajar sebanyak 452 
orang pelaku, Mahasiswa sebanyak 53 orang pelaku dan jenis 
profesi lain sebanyak 460 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan 
pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut 
profesinya selama tahun 2011 adalah sebanyak 1.277 orang 
pelaku. 
c) Tahun 2012, Pegawai Negeri sebanyak 15 orang pelaku, 
Wiraswasta sebanyak 446 orang pelaku, Pelajar sebanyak 438 
orang pelaku, Mahasiswa sebanyak 73 orang pelaku dan jenis 
profesi lain sebanyak 212 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan 
pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut 
profesinya selama tahun 2012 adalah sebanyak 1.184 orang 
pelaku. 
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d) Tahun 2013, Pegawai Negeri sebanyak 34 orang pelaku, 
Wiraswasta sebanyak 396 orang pelaku, Pelajar sebanyak 408 
orang pelaku, Mahasiswa sebanyak 27 orang pelaku dan jenis 
profesi lain sebanyak 342 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan 
pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut 
profesinya selama tahun 2013 adalah sebanyak 1.207 orang 
pelaku. 
e) Tahun 2014, Pegawai Negeri sebanyak 15 orang pelaku, 
Wiraswasta sebanyak 392 orang pelaku, Pelajar sebanyak 316 
orang pelaku, Mahasiswa sebanyak 28 orang pelaku dan jenis 
profesi lain sebanyak 232 orang pelaku. Jadi jumlah keseluruhan 
pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM menurut 
profesinya selama tahun 2014 adalah sebanyak 983 orang pelaku. 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa profesi yang paling banyak 
melakukan pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan bermotor 
tanpa dilengkapi SIM adalah pelajar dan wiraswasta. Kemudian untuk 
profesi yang paling sedikit melakukan pelanggaran adalah pegawai 
negeri.  
Dengan merujuk pada data yang telah didapatkan, penulis 
menjelaskan kembali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi 
Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Bantaeng. Adapun faktor yang 
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menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM 
adalah sebagai berikut : 
 
a. Faktor Usia 
Salah satu faktor yang menjadi penyebab atau yang 
melatarbelakangi terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas tanpa 
membawa SIM adalah faktor dimana pelaku belum mencapai batas 
usia minimal untuk memiliki SIM.  
Adapun persyaratan umur untuk memiliki SIM, antara lain 
sebagai berikut :40 
1) 17 tahun untuk SIM golongan A, C dan D; 
2) 20 tahun untuk SIM golongan B1; dan 
3) 21 tahun untuk SIM golongan B2. 
 
Penulis memasukkan faktor belum mencapai batas usia minimal 
memiliki SIM sebagai salah satu faktor penyebab atau 
melatarbelakangi terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas  tanpa 
dilengkapi SIM di Polres Bantaeng, karena faktor tercapai batas usia 
minimal menjadi salah satu persyaratan dalam menerbitkan SIM, jika 
belum mencapai batas usia minimal yang dicantumkan dalam aturan 
maka pihak dari Polisi tidak bisa menerbitkan SIM. 
Bedasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggar lalu 
lintas yang bernama Reski yang berusia 14 tahun, profesi sebagai 
Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengatakan bahwa yang 
                                                          
40
 Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
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bersangkutan dikenakan tilang karena tidak memiliki SIM saat pulang 
dari sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor. Yang 
bersangkutan tidak mengurus SIM karena tau usianya belum 
mencapai batas minimal untuk mendapatkan SIM.41 
Alasan yang sama juga dikatakan oleh Rian yang berusia 15 
tahun yang juga seorang pelajar. Saat mencoba untuk mengurus SIM, 
pengurusannya ditolak karena usianya belum  cukup atau kurang dari 
batas minimal untuk membuat SIM. 
Selain itu, menurut Bapak Wahyudi kepala bagian tilang di 
Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengatakan bahwa : 
Pada saat razia dilakukan, pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi SIM yang banyak terjaring adalah mereka dari kalangan 
pelajar yang mendarai sepeda motor. Ketika ditanya usia mereka, 
ternyata batas usia mereka memang belum mencukupi batas usia 
minimal untuk memiliki SIM.42 
 
Dari keterangan-keterangan itulah penulis memasukkan faktor 
usia sebagai salah satu hal yang menjadi penyebab atau yang 
melatarbelakangi terjadinya pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi.  
 
b. Faktor Kelalaian dari Orang Tua  
Selain faktor di atas, faktor kelalaian dari orang tua juga dapat 
menjadi penyebab atau melatarbelakangi timbulnya pelanggaran lalu 
lintas tanpa dilengkapi SIM di wilayah Polres Bantaeng. 
Beradasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak 
Wahyudi mengatakan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh orang tua 
                                                          
41
 Wawancara Sabtu, 20 Desember 2014  
42
 Wawancara Selasa, 23 Desember 2014 
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juga menjadi salah satu alasan timbulnya jenis pelanggaran lalu lintas 
tanpa dilengkapi SIM. Hal ini disebabkan karena kurangnya 
pengawasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya terhadap 
kegiatan yang dilakukan oleh anaknya sehingga anak bebas 
menggunakan kendaraan orang tuanya. Bukan hanya itu, terkadang 
ada juga orang tua yang dengan sengaja membebaskan anaknya 
menggunakan dan kendaraan bermotor meskipun tidak memiliki SIM. 
Dari kelalaian dan kesengajaan orang tua tersebut timbul kesempatan 
bagi seorang anak untuk melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa 
dilengkapi SIM.43 
 
c. Faktor Tidak Memiliki Kendaraan Sendiri 
Selain kedua faktor di atas, faktor lain yang menyebabkan 
terjadinya pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM karena pelaku 
tidak memiliki kendaraan sendiri. Maksudnya adalah kendaraan yang 
digunakan oleh pelaku bukanlah kendaraan miliknya secara pribadi 
atau hanya merupakan kendaraan pinjaman saja. Dengan alasan tidak 
memiliki kendaraan pribadi dan hanya meninjam saja, membuat 
pelaku tidak ingin mengurus SIM. Berikut ini beberapa hasil 
wawancara yang dilakukan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas 
tanpa menggunakan SIM. 
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Menurut Fadli seorang Mahasiwa usia 21 tahun mengatakan 
bahwa, saat kendaraan yang dikendarainya terkena tilang oleh 
petugas karena tidak responden tidak dapat menunjukkan SIM-nya. 
Alasan yang bersangkutan tidak memiliki SIM adalah kerena 
kendaraan yang dia gunakan bukanlah kendaraan pribadinya, 
sehingga yang bersangkutan menganggap belum perlu untuk 
mengurus SIM. Dia akan mengurus SIM ketika telah memiliki 
kendaraan pribadi.44 
Hal lain juga dikatakan oleh Rudi, seorang wiraswasta berusia 
28 tahun. Saat terkena tilang petugas, yang bersangkutan sedang 
menggunakan sepeda motor dan tidak dapat menunjukkan SIM C. 
Dengan alasan bahwa dia mengendarai sepeda motor hanya sekali-
kali, sehingga yang bersangkutan tidak menggurus untuk pembuatan 
SIM C. Menurutnya selama ini dia lebih sering menggunakan mobil 
saat berkendara diluar oleh karena itu SIM yang dia miliki hanya SIM 
golongan A saja.45 
 
d. Faktor Lain 
Adapun faktor lain yang sering dijadikan alasan oleh para 
pelaku pelanggaran lalu lintas tanpa dilengkapi SIM adalah lupa 
membawa, dompetnya tertinggal di rumah dan lain-lain. 
Berdasarkan wawancara penulis kedapa salah satu pelaku 
yang bermana Iwan seorang wiraswasta berumur 25 tahun, 
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mengatakan bahwa ketika yang bersangkutan terjaring razia dari 
petugas kepolisian dia sedang tidak membawa SIM. Alasannya adalah 
karena dia sedang buru-buru sehingga meninggalkan dompetnya di 
rumah. 
Lain halnya dengan Eda, ibu rumah tangga berusia 35 tahun ini 
terjaring razia petugas. Ketika diminta untuk menunjukkan SIM Ibu Eda 
tidak dapat menunjukkannya. Yang bersangkutan beralasan bahwa dia 
hanya pergi sebentar saja untuk menjeput anaknya di sekolah, oleh 
karena itu dia tidak membawa SIM.46 
 
B. Upaya-Upaya yang Telah Dilakukan Oleh Aparat Polres Banteng 
dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Mengendarai 
Kendaraan Bermotor Tanpa Dilengkapi Surat Izin Mengemudi 
 Berdasarkan fakta-fakta di lapangan bahwa pelanggaran lalu lintas 
mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi  SIM sering terjadi di 
wilayah Polres Bantaeng, maka pihak Polres Bantaeng telah melakukan 
berbagai macam upaya untuk menanggulanginya. 
 Adapun upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas 
mengendarai kendaraan tanpa dilengkapi SIM yang dilakukan oleh pihak 
Polres Bantaeng terdiri dari upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif. 
 Untuk memperjelas upaya tersebut, maka penulis menguraikannya 
sebagai berikut : 
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a. Mengadakan Penyuluhan 
 Pembinaan ditujukan kepada pengemudi kendaraan bermotor 
dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang arti pentingnya 
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Penyuluhan itu memberikan suatu 
pengertian bahwa untuk mengemudikan kendaraan bermotor seseorang 
diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi karena jika mereka  tidak 
memilikinya berarti mereka telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Untuk 
itu penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan mengajak masyarakat untuk 
tidak melakukan pelanggaran lalu lintas  dan mematuhi ketentuan yang 
berlaku, dengan mematuhi ketentuan lalu lintas maka akan terwujudnya 
suatu kedisiplinan berlalu lintas. Penyuluhan ini biasanya dilakukan pada 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dan instansi lainnya yang bersentuhan langsung 
dengan mayarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng. 
 Menurut wawancara dengan Kasatlantas Bapak Husain, 
mengatakan bahwa :47 
Penyuluhan mengenai pentingnya menaati ketentuan lalu lintas 
termasuk perlunya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam 
mengendarai kendaraan bermotor telah dilakukan di SD, SMP, SMA 
dan instansi lainnya.penyuluhan ini dilakukan melalui media massa, 
baliho atau pun secara langsung mendatangi masyarakat  yang ada 
di sekolah dan intansi tersebut. 
 
 Penyuluhan ini sebagai bentuk sosialisasi terkait Undang-Undang 
No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini 
penting, karena dalam undang-undang tersebut sudah jelas diatur semua 
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aturan, tata tertib, sanksi dan hukuman bagi pelanggar lalu lintas. Pihak 
Polres Bantaeng sendiri telah melakukan upaya lain yang bersifat 
humanis seperti mendatangi dan mengadakan penyuluhan di tempat-
tempat berkumpulnya pengemudi angkutan umum. 
 
b. Pelaksanaan Patroli 
 Upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan ini berupa 
pelaksanaan patrol. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang 
dilakukan 2 orang atau lebih anggota Polri, sebagai usaha mencegah 
bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, mejelajahi, 
mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan 
menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan/atau tindak pidana, yang 
menuntut/memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan 
kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan 
masyarakat. 
 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudi,48 ditegaskan 
bahwa Patroli diadakan di daerah-daerah yang rawan terjadinya 
pelanggaran lalu lintas, karena dengan adanya kegiatan patrol oleh 
petugas di lapangan diharapkan dapat mencegah dan mengontrol 
terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Bantaeng. 
 Lebih lanjut Bapak Wahyudi mengatakan bahwa, Patroli ini 
dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu dan disesuaikan juga 
dengan keadaan lalu lintas dimana jika tingkat pelanggaran dan 
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kecelakaan lalu lintas dirasa meningkat maka Patroli juga akan semakin 
sering dilakukan. Dengan adanya petugas yang melakukan patroli, maka 
secara langsung seseorang akan enggan untuk melakukan pelanggaran 
lalu lintas sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu 
lintas yang terjadi di Kabupaten Bantaeng. 
 
c. Memberi  Sanksi Tilang 
 Usaha represif terhadap pelanggaran lalu lintas terhadap 
kelengkapan kendaraan bermotor diantaranya SIM oleh Polres Bantaeng 
adalah menilang dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran mengenai 
SIM. 
 Dengan cara menilang langsung pengendara sepeda motor yang 
tidak memiliki SIM, berarti memberikan pelajaran bagi pengemudi 
pengendara bermotor. Pelanggaran lalu lintas diputus dengan 
berdasarkan pasal-pasal yang telah dilanggar dan pertimbangan lainnya. 
Dengan menghukum terdakwa diharapkan angka pelanggaran  lalu lintas 
dapat diperkecil. 
 Sanksi pidana denda yang diberikan kepada pelaku pelanggaran 
lalu lintas tanpa dilengkapi SIM telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dalam Pasal 288 
ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf dendanya sebesar Rp250.000 dan 
menurut Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) dendanya sebesar Rp1.000.000. 
Akan tetapi dalam kenyataannya denda maksimal  tersebut belum 
dijalakan. Denda yang biasa diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu 
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lintas tanpa dilengkapi SIM berkisar antara Rp50.000 sampai Rp.200.000 
sesuai dengan pertimbangan dari hakim itu sendiri. Sanksi denda yang 
diberikan kepada pelaku pelanggaran belum maksimal dikarenakan 
sanksi tersebut dianggap terlalu besar dan dapat menyulitkan para 
pelaku. Kondisi masyarakat inilah yang membuat aparat penegak hukum 
belum dapat memberi denda maksimal kepada para pelaku pelanggaran 
lalu lintas tanpa dilengkapi SIM. 
 Berdasarkan hal diatas, jelaslah bahwa penjatuhan pidana atau  
menilang langsung pelanggaran lalu lintas dapat mengurangi pelanggaran 
lalu lintas dan membuat pengemudi lebih tertib dan taat pada aturan 
hukum yang berlaku. 
 Inilah yang menjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian 
Kabupaten Bantaeng di Satuan Lalu Lintas untuk mengurangi 
pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi 
Surat Izin Mengemudi di Kabupaten Bantaeng. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan di atas, 
maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pelanggaran lalu lintas 
mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi SIM sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penyebab 
terjadinya pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan 
bermotor tanpa dilengkapi SIM di wilayah hukum Polres Bantaeng, 
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu  faktor dari usia yang belum 
mencapai batas minimal untuk membuat SIM yang diperoleh dari 
hasil wawancara yang menyatakan bahwa Polisi di Kabupaten 
Bantaeng tidak akan memberi untuk memiliki SIM kepada anak 
yang usianya dianggap belum mencapai batas maksimal untuk 
memiliki izin. Kemudian faktor kelalaian dan kebebasan yang 
dilakukan orang tua kepada anaknya, faktor karena kendaraan 
yang digunakan oleh pelaku bukan kendaraan milik pribadinya, 
faktor ekonomi dari pelaku dan faktor-faktor lain yang juga sering 
dijadikan alasan oleh para pelaku pelanggaran lalu lintas 
mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi SIM di wilayah 
hukum Polres Bantaeng. 
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2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Bantaeng untuk 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas mengendarai kendaraan 
bermotor tanpa dilengkapi SIM, yaitu Upaya Pre-emtif berupa 
penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya memiliki SIM dalam 
mengendarai kendaraan bermotor. Penyuluhan dilakukan di media 
massa, browser dan baliho. Upaya preventif berupa melaksanakan 
patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran lalu 
lintas.  Kemudian Upaya Represif yaitu penindakan berupa 
menilang langsung pengendara bermotor yang melakukan 
pelanggaran lalu lintas. 
  
B. Saran  
 Agar dapat mengurangi dan menekan terjadinya pelanggaran lalu 
lintas mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi Surat Izin 
Mengemudi di wilayah hukum Polres Bantaeng, maka saran yang dapat 
dikemukakan adalah sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada petugas khususnya kepolisisan satuan lalu 
lintas untuk mengadakan penyuluhan secara berkelanjutan kepada 
masyarakat bahwa SIM merupakan persyaratan seseorang untuk 
dapat mengendarai kendaraan bermotor.  
2. Disarankan penyuluhan yang dilakukan bukan hanya menyuluhkan 
aturan-aturan hukumnya saja tetapi lebih kepada menyentuh batin 
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masyarakat untuk lebih taat berlalu lintas, khususnya ajakan untuk 
membuat SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 
3. Disarankan dalam melakukan patroli, selain menilang para 
pelanggar petugas juga memotivasi dan mengajak  mereka untuk 
tidak melakukan pelanggaran lagi. 
4. Disarankan memberi sanksi yang berat kepada para pelanggar. 
Sehingga masyarakat  takut untuk melalkukan pelanggaran dan 
segera untuk mebuat SIM sehingga pelanggaran jenis ini dapat 
berkurang. 
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